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Abstract

The aim of this study is  to find out how the shariah compli-
ance audit is carried out through the role of the sharia supervisory 
board (DPS) at PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. This study is us-
ing a qualitative approach, where the data in this study were obtained 
through interview, documentation and observation techniques related 
to the implementation of sharia compliance audits through the role of 
DPS in BPRS Dana Mulia Surakarta, which then obtained data 
analyzed descriptively.

The results showed that the shariah compliance audit was im-
plemented through the role of the sharia supervisory board (DPS) at 
PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, it’s just that the implementation 
of the role of DPS in the BPRS under study is still not optimal, among 
others: (1) The role of DPS as a supervisor is still not optimal consid-
ering there are still several products at PT. BPRS Dana Mulia Sura-
karta which has not fulfilled the sharia principles. (2) The role of DPS 
as Advisor still needs to be improved because all this time the Sharia 
Supervisory Board (DPS) is only limited to providing advice from 
the findings of the work and providing studies to employees without 
any deeper follow up. 
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PENDAHULUAN 

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang 
teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syari-
ah  (meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses 
operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis lemba-
ga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan 
prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan ketaatan) terha-
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dap prinsip syariah (Yaacob, 2013: 90). Audit kepatuhan syariah merupakan pilar dalam 
pengembangan lembaga keuangan syariah sekaligus sebagai pembeda utama antara lembaga 
keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Yaya, Martawireja, dan Abdu-
rahim, 2016: 17). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, perbankan syariah termasuk juga 
BPRS diharuskan memiliki DPS yang berfungsi untuk melaksanakan tugas berkaitan den-
gan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah.

DPS adalah badan independen pada perbankan syariah yang fungsi utamanya ada-
lah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah (Iswati, 
2007).  Dalam kerangka tersebut, DPS merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah 
Nasional (DSN), yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan 
bersifat lokal di perbankan syariah, sehingga penerapan praktik perbankan syariah diharap-
kan senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Minarni, 2013). 

Secara khusus di BPR Syariah, pedoman pelaksanaan berkaitan dengan tugas dan 
tanggung jawab DPS BPRS diatur berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No-
mor 15/22/DPbS tahun 2013. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan tidak lagi ter-
jadi penyimpangan maupun kecurangan di lembaga keuangan syariah (Nelli, 2015).

Keberadaan DPS di BPR Syariah termasuk dengan berbagai regulasi yang mengatur 
tentang tugas dan tanggung jawab DPS, hendaknya menjadikan bank syariah  semakin patuh 
terhadap ketentuan syariah, namun demikian,  masih saja ada sebagian masyarakat yang 
memberikan kritik dan bahkan  menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak 
berbeda dengan perbankan konvensional (Rahmanti, 2013)yaitu karena faktor standard an 
SDM. Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar’i dan implementa-
tif. Alasan kedua terkait dengan pemahaman SDM perbankan sya-riah tentang syariah. Se-
jauh yang mereka pahami, syariah berarti sekedar bebas riba. Inilah yang menyebabkan jarak 
antara kajian teori dan praktik menjadi semakin lebar. : “(Rahmanti, 2013. Adanya kesimpu-
lan dari sebagian masyarakat tersebut, diantaranya disebabkan oleh kurang optimalnya peran 
DPS dalam melakukan fungsi audit kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah.

Kurang optimalnya peran DPS dalam melakukan fungsi audit (pengawasan) dapat 
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah DPS sebagai lembaga independen me-
nerima insentif dari entitas syariah yang diawasi, dimana entitas tersebut masih memiliki 
hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen (Umam, 2015).  Selain itu, 
kurang optimalnya peran DPS juga disebabkan oleh adanya anggota DPS yang  merangkap 
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah lain, DPS 
yang sibuk sebagai akademisi (dosen), atau DPS yang aktif menjadi pengurus di berbagai 
organisasi kemasyarakatan (Mulazid, 2016), juga disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya 
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Manusia (SDM) pengawas yang memiliki keterbatasan pengetahuan pada bidangnya serta 
tidak diberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan yang 
memadai (Ansori, 2013).

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) karena BPRS di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke 
tahun (Statistik Perbankan Syariah, 2017). Namun demikian, ditengah perkembangan 
tersebut, masih ada hasil temuan penelitian yang antara lain penelitian tentang pengawasan 
kepatuhan syariah di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya tahun 2016 belum diungkapkan secara 
penuh (’Aabid & Suprayogi, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggali bagaimana 
Peran DPS dilaksanakan di BPRS Dana Amanah, dengan tujuan sebagai upaya mengevalua-
si  kepatuhan Bank BPR Syariah terhadap ketentuan syariah, sehingga semakin mendukung 
perkembangan dan pertumbuhan BPR Syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Audit Kepatuhan Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan 
seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah,  meliputi laporan 
keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas 
bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta 
aktivitas lain yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Yaacob, 2013: 90). 

Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, ketetapan, sistem dan prosedur 
yang dilakukan oleh perbankan Islam (khususnya), telah sesuai dengan ketetapan yang ber-
laku, dinataranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pe-
merintah, Bapepam-LK (OJK), Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan 
dalam standar internasional Islamic Financial Service Board (IFSB) dan Accounting and Au-
diting Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Antonio (2001: 212) mendeskripsikan beberapa indikator dalam audit kepatuhan 
syariah, yaitu: (1) diungkapkannya unsur kepatuhan syariah, (2) pemeriksaan terhadap as-
pek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, (3) pemeriksaan distribusi profit, (4) 
pengakuan pendapatan cash basis serta riil, (5) pengakuan beban yang secara accrual basis, (6) 
pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, (7) adanya pemeriksaan 
atas sumber dan penggunaan dana zakat, dan (8) ada-tidaknya transaksi yang mengandung 
unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Upaya yang harus dilakukan untuk memurnikan operasional bank syariah dapat 
dilakukan dengan 2 cara, yaitu Pertama, memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan 
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oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
Kedua, memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah 
sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Chapra dan Ahmed, 2008: 93).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Perannya pada Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang melakukan tugas berkai-
tan dengan fungsi pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah 
yang melakukan fungsinya secara independen (Muhammad, 2011: 27).  Pengawasan penera-
pan prinsip syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 
tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pen-
gawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: 

a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS); dan

b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya.

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah 
(BUS) Pasal 34, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 2013, DPS 
memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 
unit usaha syariah serta kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan syariah,  
sebagai perantara antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomuni-
kasikan pendapat mengenai pengembangan produk dan jasa bank, dan sebagai perwakilan 
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada Bank Syariah. 

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi operasional lembaga 
keuangan syariah agar tetap dalam Prinsip Syariah, akan tetapi lebih kepada berupaya dalam 
mengembangkan lembaga keuangan syariah dan ekonomi berbasis syariah. Sehingga diper-
lukan garis panduan yang mengaturnya. Berkaitan dengan peran DPS dalam upaya pengem-
bangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) memiliki beberapa peran strategis, yaitu (Nurhasanah, 2013: 15):

a. Supervisor, melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan 
pelaksanaan fatwa DSN pasca operasional lembaga keuangan syariah;

b. Advisor, memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengem-
bangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global;

c. Marketer, menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri 
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lembaga keuangan syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, pen-
jelasan, dan edukasi publik sebagai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sosial-
isasi, community & networking buliding, dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk 
hubungan kemasyarakatan (public relationship);

d. Supporter, memberikan berbagai support baik networking, pemikiran, motivasi, doa, dan 
lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah; dan

e. Player, sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, na-
sabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susu-
nan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Masa 
Bhakti tahun 2000-2005 bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Peran DPS diantaranya 
yaitu:

a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;

b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan 
lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN);

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang 
diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 
dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan

d. Menyimpulkan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah 
Nasional (DSN).

Adapun menurut keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Nomor 03 tahun 2000, tugas khusus DPS adalah:

a. Mengkonfirmasikan bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara trans-
paran dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat;

b. Bertanggung jawab menyampaikan opini bahwa bank syariah telah menjalankan peran 
sosialnya dalam masyarakat atau belum;

c. Meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya;

d. Bertindak sebagai penyaring pertama pada produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN); dan

e. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan ses-
uai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat dalam laporan tahunan 
bank yang bersangkutan.
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Secara khusus pada BPR Syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari-
ah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasal 29 
ayat 2, antara lain:

a. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS);

b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) untuk produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang  belum ada 
fatwanya; 

c. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyal-
uran dana serta pelayanan jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan

d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Pem-
biayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana menurut Indriantoro dan 
Supomo (2014: 12) penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk  mengangkat ma-
salah realitas sosial yang sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan menjelaskan se-
cara keseluruhan mengenai faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini, realitas sosial 
yang diangkat yaitu praktek audit kepatuhan syariah melalui peran DPS yang ada di BPRS 
Dana Mulia Surakarta.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diper-
oleh langsung dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
interview atau wawancara,yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dari 
narasumber yang kompeten terhadap permasalahan yang dibahas oleh peneliti dengan men-
gajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk diskusi (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146). 
Selain itu, data pada penelitian ini juga didukung dengan data hasil teknik observasi dan 
dokumentasi yang berkatian dengan peran DPS dalam audit kepatuhan syariah. Oleh karena 
itu, data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpu-
lan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Untuk melakukan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, 
teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan triangulasi, baik triangulasi teknik (dengan 
cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan 
yang berbeda) juga dengan triangulasi sumber (dengan cara menggali kebenaran beredasar-
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kan informasi melalui wawancara dengan informan yang berbeda). Terakhir yaitu melakukan 
triangulasi teori (yaitu dengan membandingkan data hasil penelitian dengan perspektif teori 
yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit kepatuhan syariah melalui peran DPS pada penelitian ini dianalisis berdasar-
kan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus 
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Masa Bhakti tahun 2000-
2005, Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 
03 tahun 2000, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasal 29 ayat 2, yang pada penelitian ini dianalisis ber-
dasarkan beberapa poin yaitu:

1. Mengawasi proses pengembangan produk baru

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS 
untuk mengawasi proses pengembangan produk baru diantaranya:

“Rapat DPS ada yang sifatnya insidental, yaitu berkaitan dengan masalah op-
erasional dan ketika ada sesuatu yang butuh putusan maka DPS segera mengadakan 
rapat koordinasi terkait masalah yang dihadapi di BPRS ini. Masalah yang ada ya 
biasanya yang berhubungan dengan produk-produk baru. Jadi jika ada produk yang 
dimodifikasi apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah”(Informan: DPS).

“jika ada usulan produk baru, produk baru tersebut dirapatkan, lalu diusulkan 
ke DSN, tapi sampe saat ini belum pernah karena semua produk baru sudah ada fat-
wanya” (Informan: DPS)

“(Dalam pengembangan produk baru, dimulai dengan) membuat ketentu-
an produk, lalu dikonsultasikan ke DPS, lalu disampaikan ke OJK bahwa memiliki 
produk baru dan dilaunchingkan. Contohnya tabungan simpel, tabungan IB Mulia, 
pembiayaan TKI, pembiayaan haji dan umrah, pembiayaan sertifikasi guru PNS. (In-
forman: Direksi)

Berdasarkan kutipan data di atas dan hasil wawancara spesifik dengan salah seorang 
DPS PT. BPRS Dana Mulia,  pengawasan terhadap pengembangan produk baru BPRS 
dilakukan melalui dua tahap, yaitu sebelum penawaran produk baru (ex-ante) dan pada saat 
& setelah produk ditawarkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sebelum penawaran produk (ex-ante), peran DPS pada pengawasan produk baru pada 
tahap ini dilakukan dengan:
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1) Meminta penjelasan dari Direksi mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/
atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk baru;

2) Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk baru, lalu dikaji 
lagi bagaimana perhitungan ujrah dan bagi hasilnya;

3) Mengkaji rukun, syarat, dan kelebihan dari produk baru terkait dengan pemenu-
han prinsip syariah;

4) Memberikan pendapat dari produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan dan 
dilampiri fatwa yang sesuai; dan

5) Menjelaskan secara mendalam kepada seluruh satuan kerja mengenai produk 
baru yang dikembangkan oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.

b. Pada saat dan setelah produk ditawarkan (ex-post). Pada tahap ini, peran DPS dilak-
sanakan dengan melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghim-
punan dan penyaluran dana bank apakah sudah memenuhi prinsip syariah.

Pelaksanaan peran ini oleh DPS pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sekaligus 
menunjukkan bahwa indikator audit kepatuhan syariah yaitu “pemeriksaan terhadap as-
pek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan” telah dilaksanakan, khususnya pada 
pengembangan produk baru.

2. Melakukan pengawasan secara periodik 

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS 
untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“Akhir-akhir ini hanya 1 bulan sekali mbak (saya melakukan pemeriksaan ke kantor 
BPRS), tetapi rekan saya pak Supawi sering mengunjungi PT. BPRS Dana Mulia Surakarta” 
(Informan: DPS).

“Biasanya 1 bulan sekali untuk rapat koordinasi secara umum membahas kinerja, 
perkembangan, operasional, pencapaian target, evaluasi bulanan, dan saat ugent membahas 
mengenai produk, lalu membahas SDMnya perlu pembinaan” (Informan: Direksi). 

“Rapat rutin DPS biasanya 1 bulan sekali mbak” (Informan: Customer Service)

Berdasasrkan beberapa kutipan wawancara diatas, peran DPS untuk melakukan 
pengawasan secara periodik telah dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di kantor 
pusat PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 1 (satu) bulan sekali, yang secara sekaligus dilaku-
kan dalam bentuk koordinasi rutin. Dan berdasarkan hasil wawancara secara khusus dengan 
DPS, Pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan ini dilakukan dengan:



Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah... 

27

a. Meminta berkas-berkas kepada Direksi, Admin Legal, dan Costumer Service men-
genai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 

Pelaksanaan peran ini juga berkaitan dengan peran DPS untuk meminta data dan 
informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing produk yang digunakan.

c. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah untuk mengetahui pemenuhan prinsip 
syariah, meliputi:

1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan maupun akad penghim-
punan dana antara PT. BPRS Dana Mulia Surakarta dengan nasabah;

2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan mura-
bahah; dan

3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai 
sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan musyarakah.

Pelaksanaan peran ini oleh DPS merupakan upaya merealisasikan indikator audit 
kepatuhan syariah baik berkaitan dengan pemeriksaan terhadap aspek produk, pemeriksaan 
distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basis, dan pengakuan beban  secara accrual basis.

Menurut hasil wawancara secara spesifik dengan DPS, hasil pengawasan yang dilaku-
kan oleh DPS terhadap aspek produk termasuk pengakuan pendapatan dan beban diperoleh 
beberapa hasil diantaranya yaitu: (1) pada penghimpunan dana, baik penghimpunan dana 
dengan akad wadi’ah maupun mudharabah (deposito), keduanya telah memenuhi ketentuan 
fatwa DSN-MUI, begitu pula dengan pembiayaan dengan akad ijarah (multijasa) dan qard, 
juga telah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. (2) masih ada aspek yang belum se-
suai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan dengan akad musyarakah 
dan murahabah, dikarenakan pada praktiknya ternyata perhitungan bagi hasil (pembiayaan 
musyarakah) masih dilakukan dengan perhitungan secara proyeksi, karena mitra tidak trans-
paran dalam laba yang diperoleh. Begitu pula pada pembiayaan murahabah, DPS masih sulit 
menemukan bukti berkaitan dengan akad murabahah bil wakalah.

3. Mengkonfirmasikan pengelolaan dana zakat

Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah 
satu indikator pelaksanaan audit kepatuhan syariah, sehingga peran DPS untuk melakukan 
konfirmasi pengelolaan dana zakat merupakan bagian dari audit kepatuhan syariah. 
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Peran DPS berkaitan dengan tugas untuk melakukan konfirmasi terhadap penge-
lolaan dana zakat, DPS melakukan pengawasan kepatuhan syariah mengenai pembayaran 
dana zakat. Hal ini berdasarkan data dari informan Bapak Sri Wagito, SE, MM selaku Di-
reksi pada tanggal 26 Maret 2018, juga hasil wawancara dengan DPS, bahwa Dewan Penga-
was Syariah (DPS) sudah memeriksa laporan penyaluran dana zakat. Penyaluran zakat di PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta dilakukan sendiri tanpa melewati lembaga zakat. Dana zakat 
disalurkan kepada korban bencana alam, anak panti asuhan, dan diberikan dalam bentuk 
beasiswa kepada murid berprestasi namun termasuk golongan tidak mampu. Pengawasan 
dana zakat oleh DPS juga dilakukan dengan memeriksa laporan dana zakat, dari aspek kom-
ponen dan penyajiannya.

Sumber dana zakat di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta berasal dari hasil kegiatan 
usaha bank, denda keterlambatan angsuran nasabah pembiayaan, dan bunga tabungan dari 
bank konvensional. Berdasarkan PSAK 109 telah dijelaskan bahwa penerimaan denda diakui 
sebagai dana non halal yang terpisah dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Setelah 
dianalisis, sumber dana zakat PT. BPRS Dana Mulia Surakarta belum sesuai dengan PSAK 
109. Bukti dari sumber dana zakat ini dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta yang sudah dilampirkan penulis.

4. Membuat pernyataan kepatuhan syariah BPRS

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS 
untuk membuat pernyataan kepatuhan syariah diantaranya:

“(setelah melakukan pengawasan) ya membuat laporan hasil pemeriksaan yang 
selanjutnya saya laporkan ke OJK. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan akad, saya 
akan memanggil direksi lalu saya akan memberikan masukan. Saya juga akan men-
yampaikan dalam laporan hasil kerja pemeriksaan berupa catatan tambahan” (Infor-
man: DPS).

“(laporan yang dibuat oleh DPS) yaitu membuat laporan 6 bulan sekali dan 
dilaporkan ke BPRS dan OJK biasanya di bulan Juni dan Desember. Laporannya ada 
kertas kerja pngawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, kertas ker-
ja pngawasan terhadap kegiatan usaha BPRS, dan risalah rapat” (Informan: Direksi).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan wawancara yang lebih rinci dengan DPS 
dan Direksi, Peran DPS pada PT. BPRS Dana Mulia untuk membuat pernyataan secara 
berkala ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a) Melakukan pembahasan PT. BPRS Dana Mulia Surakarta mengenai hasil temuan 
pengawasan penerapan prinsip syariah yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat.
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b) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah atas kegiatan usaha 
PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 
15/22/DPbS 2013.

c) Memberikan hasil laporan pengawasan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK), Dewan Komisaris, dan Direksi untuk posisi akhir bulan Juni dan Desem-
ber yang dilampiri 3 (tiga) dokumen, meliputi:

1) Kertas kerja pengawasan terhadap produk baru PT. BPRS Dana Mulia Surakarta;

2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta; dan

3) Risalah rapat pengawasan penerapan prinsip syariah.

Pelaksanaan peran di atas oleh DPS menunjukkan bahwa indikator audit kepatu-
han syariah yaitu diungkapkannya unsur kepatuhan syariah telah dipenuhi oleh PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta.

5. Mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lemba-
ga yang bersangkutan dan DSN (Advisor)

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS 
sebagai advisor diantaranya:

“(berkaitan dengan peran sebagai advisor) Saya belum memberikan pe-
mikiran inovasi produk baru, tetapi dari laporan yang saya buat saya mengkomuni-
kasikan ke direksi untuk memberikan nasihat, usulan, dan informasi ke direksi. Lalu 
pada karyawan DPS memberikan edukasi ke semua satuan kerja mengenai ekonomi 
islam” (Informan: DPS).

“(Peran DPS sebagai advisor) sudah efektif tapi belum optimal karena se-
bagai pengawas, advisornya hanya sebatas pada temuan kalo ikut mengembangkan 
masih belum optimal” (Informan: Direksi)

Point 1 sampai dengan 4 merupakan peran DPS berkaitan dengan peran sebagai 
pengawas (supervisor), adapun berkaitan dengan peran DPS untuk mengajukan usul-usul 
pengembangan LKS yang bersangkutan (peran sebagai advisor), didasarkan pada bebera-
pa  kutipan wawancara diatas bahwa peran DPS sebagai advisor telah dilaksanakan melalui 
pemberian saran kepada direksi dan jajaran pegawai di BPRS Dana Mulia, namun demikian, 
menurut direksi, peran DPS hendaknya masih perlu untuk ditingkatkan tidak hanya mem-
berikan saran-saran terkait dengan hasil temuan dilapangan atau masalah dalam produk 
yang sudah ada, tetapi diharapkan memberi saran dalam bentuk inovasi produk baru yang 
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memiliki kontribusi lebih besar bagi lembaga.

6. Peran DPS sebagai Marketer 

Beberapa kutipan hasil wawancara berkaitan dengan peran DPS sebagai marketer 
diantaranya:

“(peran saya sebagai marketer) ya minimal saat memberikan pengajian dan 
kotbah jumat memberi motivasi kepada masyarakat secara umum bahwa mereka harus 
sadar akan lembaga keuangan syariah” (Informan: DPS).

“(peran DPS sebagai marketer), yaitu beliau punya komunitas-komunitas, dan 
kedua DPS juga sebagai dosen di perguruan tinggi (Informan: Direksi).

Dalam kaitannya dengan peran DPS sebagai marketer pada BPRS Dana Mulia Sura-
karta yaitu menjadi mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta melalui komunikasi massa dan edukasi publik sebagai sosialisasi strategis dalam 
hubungan kemasyarakatan (public relationship).

Berdasarkan beberapa kutipan hasil wawancara diatas, Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, keduanya juga berprofesi sebagai Dosen, se-
hingga mereka juga melakukan edukasi publik khususnya yaitu kepada para mahasiswanya 
mengenai ekonomi Islam. Juga berdasarkan wawancara dengan DPS BPRS Dana Mulia 
yang mengatakan bahwa karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah ahli fiqh mua-
malah, maka juga memberikan khotbah jumat yang kadang diisi kajian untuk memotivasi 
masyarakat agar dapat melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sehingga peran 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Marketer sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh 
banyak kalangan, baik akademis maupun masyarakat umum.

7. Peran DPS sebagai Supporter

DPS juga memiliki peran sebagai supporter yaitu memberikan berbagai dukungan 
baik networking, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan 
dan ekonomi syariah. 

Salah satu kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran 
DPS untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“(sebagai supporter), DPS ikut mendukung kegiatan yang ada di bprs ini, con-
tohnya jika ada program car free day ada sosialisasi bank syariah” (Informan: DPS 
dan Direksi).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, dan hasil wawancara secara khusus den-
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gan DPS, peran DPS sebagai Supporter pada PT. BRPS Dana Mulia diantaranya dilakukan 
dengan; (a) ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan dari PT. BPRS Dana Mulia Sura-
karta, misalnya acara milad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga ikut serta memberikan 
zakat kepada anak-anak yatim dari salah satu panti asuhan di Surakarta. (b) Dewan Penga-
was Syariah (DPS) dengan memberikan pelatihan kepada para karyawan dalam pelaksanaan 
akad-akad yang dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI). Namun untuk pelaksanaan peran dalam memberikan pelatihan ini, menurut 
direksi dan jajaran karyawan dirasakan masih belum optimal, karena setelah pelatihan tidak 
ada kelanjutan pengawasan sampai ke prakteknya.

8. Peran DPS sebagai Player

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik 
sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyal-
uran dan pembiayaan. 

Beberapa kutipan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan peran DPS 
untuk melakukan pengawasan secara periodik diantaranya:

“kita sebagi DPS merupakan bagian dari pihak yang boleh mengajukan pem-
biayaan. Termasuk juga dana saya masukan dana ke funding” (Informan: DPS)

“DPS sudah melaksanakan, DPS sudah menjadi nasabah penabung” (Infor-
man: Direksi).

Berdasarkan Hasil wawancara secara khusus dengan salah seorang DPS, dijelaskan 
bahwa  peran DPS sebagai Player masih relaitf kecil, mengingat tugas DPS sendiri hanya se-
batas sebagai pengawas kepatuhan syariahnya saja. Meskipun perannya sebagai player relatif 
kecil, DPS juga ikut menjadi mitra, yaitu ada yang sebagai investor dan nasabah di PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta. Peran DPS sebagai Player juga ditunjukkan pada salah satu Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) sudah ada yang mengelola BMT.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dari pembahasan diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
audit kepatuhan syariah yang diukur dengan indikator (1) diungkapkannya unsur kepatuhan 
syariah, (2) pemeriksaan terhadap aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, 
(3) pemeriksaan distribusi profit, (4) pengakuan pendapatan cash basis serta riil, (5) penga-
kuan beban yang secara accrual basis, (6) pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan 
prinsip bagi hasil, (7) adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana zakat, dan 
(8) ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, 
telah dilaksanakan melalui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Mulia 



Journal of Islamic Finance and Accounting • Vol. 1 • No. 2 • Hal. 19-34 • Juni - November 2018

32

Surakarta, hanya saja pelaksanaan peran DPS pada BPRS yang diteliti masih belum optimal, 
diantarnya pada: 

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Supervisor masih belum optimal meng-
ingat masih ada beberapa produk di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang belum me-
menuhi Prinsip Syariah. 

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Advisor masih perlu ditingkatkan lagi 
karena selama ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas memberikan nasihat 
dari temuan hasil kerja, belum pada saran yang beraitan dengan inovasi produk bagi 
lembaga.

3. Peran DPS sebagai Supporter baru memberikan kajian kepada para karyawan tanpa ada 
tindak lanjut lebih dalam. 

Adapun kurang optimalnya beberapa peran DPS dalam melakukan fungsi audit 
kepatuhan syariah diantaranya disebabkan oleh:

1. Kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di luar tugasnya di BPRS Dana Mulia.

2. Hanya satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan aktif dalam pengawasan 
kegiatan operasional di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.
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